
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 04 TAHUN 2018

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320
ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terahir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, Bupati wajib
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran
berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a tersebut diatas perlu
ditetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2017;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang
Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);



12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun2015 (Lembaran Negara Republik Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala daerah danWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Badan LayananUmum (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2005 Nomor 48, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4502)sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005tentang Dana Perimbangan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4575);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4585);



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 35, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007
tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggung jawaban Kepala Daerah Kepada
DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4693);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4864);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan
Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012
tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5272);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);

30. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

32. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial
dan Hibah yang Bersumber dari APBD (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547);



38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 874) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 125);

39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan
Pertanggungjawaban Dana Opersional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1067);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
01 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2010 Nomor 48);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun
2016 Nomor 142, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tanggamus Nomor 47);

42. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor
10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2017 Nomor 58)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

dan

BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa
laporan keuangan memuat antara lain :



a. Laporan Realisasi Anggaran;
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c. Laporan Operasional;
d. Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Neraca;
f. Laporan Arus Kas:
g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) pasal ini dilampiri dengan laporan kinerja
dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Peraturan ini untuk tahun
anggaran 2017 sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.565.961.899.441,63
b. Belanja Rp. 1.218.043.231.248,39

Surplus Rp. 18.835.883.727.24
c. Pembiayaan

- Penerimaan Rp. 5.293.950.195.76
- Pengeluaran Rp. 7,876.662.904,00

Defisit Rp. (2.582.712.708.24)

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan ini sebagai berikut :
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan

sejumlah Rp. 78.927.463.474 dengan rincian
sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan Rp.1.644.824.632.614.94

setelah perubahan

b. Realisasi Rp.1.565.897.169.141,63

Selisih Lebih Rp. 78.927.463.474

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah
Rp. 94.701.393.521 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran belanja Rp. 1.312.718.308.406.80



setelah perubahan
Rp. 1.218.016914.886,39b. Realisasi

Selisih kurang

(3)

Rp. 3.023.539.731.24

b. Realisasi Rp. 18.797.469.789,24

Selisih lebih (Rp. 15.773.930.058)

(4)

b. Realisasi Rp 5.293.950.195.76
Selisih

(5)
dengan rincian

Rp. 7.876.662.904.00

b. Realisasi Rp. 7.876.662.904.00
Selisih kurang Rp. 0,00

(6)

a. 3.023.539.731.24

b. Realisasi Rp. 2.582,712.708.24
Selisih lebih

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)

a. Surplus/ (Defisit) setelah
perubahan

sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran

pembiayaan setelah
perubahan

Rp. 440.827.023.00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto
sejumlah Rp. 440.827.023,00 dengan rincian sebagai
berikut :

Rp. 94.701.393.521

Selisih Kurang anggaran dengan realisasi sejumlah
(Rp. 15.773.930.058) dengan rincian sebagai berikut

Selisih Kurang anggaran
penerimaan pembiayaan
440.827.023.00 dengan rincian

Rp. 440.827.023.00

dengan realisasi
sejumlah Rp.

sebagai berikut :
a. Anggaran penenerimaan Rp. 4.853.123.172.76

pembiayaan setelah perubahan

Anggaran pembiayaan netto Rp.
setelah perubahan

Selisih nihil anggaran dengan realisasi pengeluaran
pembiayaan sejumlah (Rp. 0,00 )

huruf e per 31 Desember2017 sebagai berikut :



a. Jumlah Aset

b. Jumlah Kewajiban

c. Jumlah Ekuitas Dana

Pasal 5

Rp 2.033.834.003.906,83
Rp. 31.071.366.870,96

Rp. 2.002.762.637.035,87

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b peraturan ini
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember
2017 sebagai berikut :
a. Saldo Anggaran Lebih

Awal
b. Penggunaan SAL Tahun

Berjalan
c. Sisa Lebih/ Kurang

Pembiayaan

d. Saldo Anggaran Kurang
Akhir

Rp 4.853.123.172.76

Rp 5.293.950.195.76

Rp. 16.214.757.081,00

Rp. 16.214.757.081,00

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf c peraturan ini untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2016 sebagai
berikut :
a. Pendapatan LO Rp. 1.362.731.363.179,48
b. Beban LO Rp. 1.178.712.856.460,44

Surplus/defisit dari operasi Rp. 184.018.506.719,04

c. Pos Luar Biasa

- Pendapatan Luar biasa-LO Rp. 0,00

- Beban Luar Biasa

Surplus/ Defisit-LO

Rp. 1.285.705.374,00

Rp. 187.213.824.831.69

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf f peraturan ini untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai
berikut :



a. Saldo kas awal per 1 Januari Rp 4.853.123.172,76
2017

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp 267.553.864.711,17
c. Arus kas dari aktivitas investasi Rp. 248.756.394.921,93

aset non keuangan

d. Arus kas dari aktivitas Rp. 7.876.662.904.00
pembiayaan

e. Arus kas dari aktivitas non Rp.
anggaran

f. Saldo kas akhir per 31 Rp. 16.214.757.081,00
Desember 2017

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d peraturan ini untuk tahun
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai
berikut :
a. Ekuitas Awal

b. Surplus/ Defisit-LO

c. Koreksi Ekuitas Lainnya

d. Ekuitas Akhir

Rp. 1.871.046.131.870.34
Rp. 182.732.801.345,04
Rp. 51.016.296.179,51

Rp. 2.002.762.637.035,87

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud
Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat
informasi baik secara kuantitatil' maupun kualitatif atas
pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana
dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan ini tercantum
dalam Lampiran Peraturan ini, terdiri dari :
a. Lampiran I

Lampiran 1.1
: Laporan Realisasi Anggaran
: Ringkasan laporan realisasi

anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan
organisasi;

Lampiran 1.2 : Rincian laporan realisasi anggaran
menurut urusan pemerintahan
daerah, organisasi, pendapatan,
belanja dan pembiayaan;

Lampiran 1.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah menurut urusan



pemerintahan daerah, organisasi,
program dan kegiatan;

Lampiran 1.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran
belanja daerah untuk keselarasan
dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;

b. Lampiran II Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih;

c. Lampiran III Laporan Operasional;
d. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
e. Lampiran V Neraca;
f. Lampiran VI Laporan Arus Kas;
g. Lampiran VII Catalan Atas Laporan Keuangan;
h. Lampiran VIII Daftar rekapitulasi piutang

daerah;
i. Lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan

piutang tidak tertagih;
j. Lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir

dan penyisihan dana bergulir ;
k. Lampiran XI Daftar penyertaan modal (

investasi) daerah;
1. Lampiran XII Daftar rekapitulasi realisasi

penambahan dan pengurangan
aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
n. Lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi

dalam pekerjaan;
o. Lampiran XV Daftar rekapitulasi aset lainnya;
p. Lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
q. Lampiran XVII Daftar kewajiban jangka pendek;
r. Lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
s. Lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang

belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali
dalam tahun anggaran berikutnya;

t. Lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan
Usaha Milik Daerah/ Perusahaan
Daerah Kabupaten Tanggamus.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang penjabaran
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian
lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Tahun Anggaran 2017.



Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus.

ass Old Adm

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 28 Agustus 201
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,

AINAL ABIDIN

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 27 Agustus 2018

Pj.BUPATI TANGGAMUS,

ANDI WIJAYA

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUSPROVINSI LAMPUNG NOMOR : 04/733/TGS/2018


